UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENGGUNA JASA KONSTRUKSI AKIBAT KEGAGALAN PEMBANGUNAN PROYEK by ISCHAK MAULANA ROHMAN, .
i 
 
UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP 
PENGGUNA JASA KONSTRUKSI AKIBAT 


















Diajukan sebagai salah satu syarat dalam rangka penyelesaian 
studi untuk mencapai gelar Sarjana Hukum 













































“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, maka apabila 
kamu telah selesai (dari suatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk 

















Skripsi ini saya persembahkan kepada : 
 Allah SWT yang sudah memberi rahmat, hidayahnya, dan shalawat serta salam 
tercurahkan untuk Nabi Muhammad SAW. 
 Bapak / Ibu Orang Tuaku, Bapak dan Ibu Mertua, Istri dan anakku dan semua 
keluarga besar yang sudah mendoakan pada setiap sujud, dan tidak pernah bosa 
memberi dorongan, semangat, dan cinta kasih. 






Puji syukur atas kehadirat Allah Swt, berkat rahmat serta hidayah-Nya, penulisan 
skripsi ini bisa terselesaikan. Penulisan skripsi ini bertujuan mendapatkan gelar 
Sarjana Hukum dalam program studi ilmu hukum Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti Tegal. Peneliti sadar akan keterbatasan serta kekurangan dalam 
pembuatan skripsi.  
Penulis meyakini dengan sepenuh hati pada penyelesaian skripsi ini tanpa adanya 
bantuan, dorongan, bimbingan melalui sejumlah pihak skripsi ini bisa 
diselesaikan. Sehingga itu penulis menyampaikan sedalam-dalamnya ucapan 
terima kasih dengan segenap kerendahan maupun ketulusan hati pada : 
1. Prof. Dr. Fakhruddin, M.Pd sebagai Rektor Universitas Pancasakti beserta 
Para Wakil Rektor. 
2. Dr. H. Achmad Irwan Hamzani, S.H.I, M.Ag sebagai Dekan Fakultas 
Hukum Universitas Pancasakti  
3. Kanti Rahayu, S.H., M.H. sebagai Wakil Dekan I Bidang Akademik dan 
juga Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas 
Pancasakti. 
4. H. Toni Haryadi, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan II Bidang Keuangan, 




5. Imam Asmarudin, S.H., M.H., sebagai Wakil Dekan III Bidang 
Kemahasiswaan Fakultas Hukum Universitas Pancasakti. 
6. Muhammad Wildan, S.H., M.H. sebagai Sekretaris Program Studi Ilmu 
Hukum Fakultas Hukum Universitas Pancasakti. 
7. Fajar Dian Aryani, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing pada skripsi ini 
yang sudah memberi pengarahan serta petunjuk untuk membuat skripsi ini. 
8. H. Toni Haryadi, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing 2 yang sudah 
memberi bantuan pengarahan ataupun petunjuk untuk membuat skripsi ini.. 
9. Tiyas Vika Widyastuti, S.H., M.H., sebagai Dosen Penguji I Ujian Skripsi 
yang memberi masukan terarah untuk skripsi ini. 
10. Imam Asmarudin, S.H., M.H., sebagai Dosen Penguji II Ujian Skripsi yang 
memberi saran terarah pada skripsi ini. 
11. Dosen Pengajar Fakultas Hukum Universitas Pancasakti, terhadap ilmu 
ataupun bantuan yang sangatlah bermanfaat untuk mengikuti proses 
pembelajaran terhadap kritik, saran, bimbingan, dan ilmu yang sangatlah 
berharga.  
12. Semua pihak yang sudah membantu untuk menyelesaikan studi serta skripsi 
ini. 
Dengan penuh iringan do’a ataupun harapan, semoga jasa kebaikan beliau 
sekalian diterima Allah SWT dan tercatat sebagai amal shalih. Akhir kata, karya 
ilmiah ini penulis ucapkan pada pembaca, memiliki harapan terdapatnya saran 








Tegal, 24 Maret 2021 
Penulis 







ISCHAK MAULANA ROHMAN, UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM 
TERHADAP PENGGUNA JASA KONSTRUKSI AKIBAT KEGAGALAN 
PEMBANGUNAN PROYEK 
 
Dalam situasi ini, kegagalan bangunan adalah semacam gagal dalam kontrak 
konstruksi atas pemenuhan janji yang dibuat. Akibatnya, hal tersebut akan 
diklasifikasikan sebagai tindak wanprestasi jika tujuan dari perjanjian tidak 
terpenuhi. Jika terdapat kesalahan pada penyedia layanan, maka atas kegagalan 
bangunan tersebut ia harus bertanggung jawab. Kontrak konstruksi menetapkan 
tanggung jawab tersebut, tetapi pada UU Nomor 2 Tahun 2017 terkait Jasa 
Konstruksi, tanggung jawab yang harus ditanggung penyedia layangan jumlahnya 
tidak ditentukan.  
Penelitian yuridis empiris (hukum sosiologis) menjadi penelitian yang akan 
dilakukan, untuk pendekatannya yakni pendekatan yuridis empiris sementara 
dengan melakukan wawancara guna mendapatkan data primer serta untuk d data 
sekundernya secara mengolah data melalui bahan hukum sekunder, tersier, dan 
primer.  
Karena tidak sesuainya implementasi objek dengan apa yang kontrak 
konstruksi tentukan, jenis wanprestasi dalam skenario ini yaitu kegagalan 
bangunan. Karena rusaknya fasilitas penelitian ini terjadi selama tahap awal 
pengembangan daripada setelah diserahkan, tidak memerlukan layanan penilai 
ahli. Terlepas dari kenyataan bahwa peneliti ahli tidak mereka gunakan dalam 
penentuan kegagalan bangunan, kesepakatan tentang bagaimana kontraktor akan 
bertanggung jawab atas kegagalan bangunan bisa dicapai oleh semua pihak. 
Berdasarkan hasil percakapan ini, tercapai kesepakatan tentang kompensasi 
administrasi untuk pembelian bahan dan rekonstruksi yayasan bangunan yang 
rusak. Negosiasi antara pengguna layanan dan penyedia layanan dengan demikian 
efektif dalam mencapai tujuan penyelesaian.   
 





ISCHAK MAULANA ROHMAN, LEGAL PROTECTION EFFORTS 
AGAINST CONSTRUCTION SERVICE USERS DUE TO PROJECT 
CONSTRUCTION FAILURE 
 
In this situation, the failure of the building is a kind of failure to fulfill the 
promise made in the construction contract. As a result, if the objectives in the 
agreement are not met, it is classified as a default. If the service provider is guilty, 
he is responsible for the failure of the building. Construction contracts stipulate 
responsibility for building failures, but the amount of liability that service 
providers must bear is not specified in Law No. 2 of 2017 on Construction 
Services.  
The research conducted is sociological law research (empirical juridical) 
with empirical juridical approach taken primary data by conducting interviews 
and secondary data by processing data from primary legal materials, secondary 
legal materials, and tertiary legal materials. 
Because the object of its implementation is not in agreement with what is 
specified in the construction contract, the building's failure is a type of default in 
this scenario. Because the breakdown of this research facility occurred during the 
early stages of development rather than after it was handed over, it did not require 
the services of an expert appraiser. Despite the fact that they did not use an expert 
appraiser to determine the building's failure, all parties were able to reach an 
agreement on how the contractor would be held responsible for the building's 
failure. Based on the outcomes of these conversations, an agreement was reached 
on administrative compensation for the purchase of materials and the 
reconstruction of broken building foundations. Negotiations between the service 
user and the service provider were thus effective in achieving the settlement goal. 
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BAB  I 
PENDAHULUAN 
 
A. Latar Belakang Masalah  
Berdasarkan pancasila dan UUD Negara RI Tahun 1945, 
pembangunan nasional tujuannya yakni mewujudkan masyarakat yang adil 
makmur. Terdapat peran penting bagi kesejahteraan masyarakat sesuai 
dengan tujuan pembangunan dari segi fisik atau non fisik
1
. Maka dari itu 
Undang-undang No. 2 Tahun 2017 terkait Jasa Konstruksi yakni Undang-
undang Jasa Konstruksi yang sudah diperbarui dalam hal pengembangan 
jasa konstruksi.  
Undang-undang terbaru atas perubahan Undang-undang Nomor 18 
Tahun 1999 terkait Jasa Konstruksi yakni Undang-undang No. 2 Tahun 
2017 mengenai Jasa Konstruksi, dalam hal ini proyek pembangunan yang 
menjadi tindakan hukum yang pelaksanaannya didasarkan pada kesepakatan 
yang tertuang pada suatu kontrak pada waktu dan tanggal tertentu juga 
dibahas dalam undang-undang lama, mengadakan sebuah barang dan jasa 
yang diperlukan oleh pemakai jasa ataupun barang / melaksanakan suatu 
aktivitas dalam merampungkan bangunan fisik  dalam hal ini pemerintah
2
.  
Salah satu aktivitas pada bidang ekonomi, budaya, maupun sosial 
yakni jasa konstruksi, menunjang terwujudnya tujuan pembangunan 
                                                 
1
 Sulistijo Sidarto Mulyo dan Budi Santoso. 2018. “Proyek Infrastruktur dan Sengketa 
Konstruksi.” Jakarta: Prenadamedia Grup, hlm 186. 
2
 Tamatompol Marviel Richard. “Tanggung Jawab Hukum terhadap Penyedia Jasa dan Pengguna 
Jasa Konstruksi Menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi”. 




nasional yakni kegunanan peranan krusial untuk mencapai sejumlah tujuan. 
Maka dari itu, untuk mewujudkan penyelenggaraan pekerjaan konstruksi 
dan tertib pengikatan perlu dilakukan pengaturan lebih lanjut oleh 
penyelenggaraan jasa konstruksi
3
. Kasus mengenai masalah dibidang jasa 
konstruksi bisa terjadi dikarenakan antara kontrak baik penyimpangan 
terhadap waktu proyek ataupun volume kualitas terdapat penyimpangan. 
Akibat kasus tersebut menimbulkan sanksi hukum berupa sanksi secara 
perdata yakni ganti rugi ataupun sanksi hukum secara administratif. Kasus 
itu akan memunculkan akibat hukum yaitu sanksi hukum baik percata 
ataupun administratif seperti ganti rugi
4
.  
Kejadian yang terjadi di tahun 2019 ini menimbulkan kerugian bagi 
Yayasan Banas Mandiri Group yang merupakan pihak pengguna jasa, 
kerugiannya berupa materiil sehingga sesuai dengan unsur kesalahan yang 
dilakukan oleh pihak PT Wolu Jaya Group, Yayasan Banas Mandiri Group 
meminta pihak kontraktor wajib bertanggung jawab. Kerugian materiil yang 
ditimbulkan yakni bahan yang dipergunakan untuk membuat pondasi 
bangunan itu habis.  
PT Wolu Jaya Group sebagai pelaksana jasa konstruksi melakukan 
pelaksanaan pembangunan gedung atas dasar kesepakatan antara dua belah 
pihak dimana kesepakatan tersebut tertuang pada suatu kontrak kerja 
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 Alam Setya Muchtar, dkk. 2018. “Hukum Properti.” Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 27. 
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 Peter Miquel Samuel. “TanggungJawab Penyedia Jasa Menurut Undang-undang Nomor 18 
Tahun 1999 tentang Jasa Kontruksi”. dalam jurnal Lex et Societatis Vol. IV No. 6, Juni 




konstruksi. Pembangunan pondasi bangunan terdapat sebuah kegagalan 
bangunan yang skalanya  menjadi tahap awal pembangunan gudang.  
Pemikiran lebih mendalam terkait kasus tersebut yakni bagaimana 
bertanggung jawab yang benar oleh pihak penyedia jasa mengenai 
kegagalan bangunan tidak terjadi sesudah ada serah terima bangunan dan 
juga kegagalan bangunan itu terjadi di awal tahap pembangunan. Pada 
klausul kontrak kontruksi standar penyelenggaraan jasa konstruksi tersebut 
tertuang yang mana dijelaskan bahwa peraturan standar bangunan di 
Indonesia menjadi pedoman dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi
5
.  
Hubungan keperdataan para pihak lahir atas dasar kontrak konstruksi, 
hal tersebut memunculkan kewajiban serta hak yang harus para pihak 
penuhi. Perikatan yang dikemukakan di depan yakni perikatan perdata atau 
perikatan yang memunculkan sebuah hubungan keperdataan, pelaksanaan 
perikatan perdata dapat dimintakan bantuan hukum untuk pelaksanaanya 
atau dapat dituntut di depan pengadilan
6
.  
Perjanjian yang melahirkan perikatan akan memunculkan hubungan 
hukum yang meletakkan kewajiban dan memberikan hak berdasar kehendak 
serta kemauan sendiri melalui pihak yang terkait yang mengikatkan diri itu 
kepada para pihak yang membuat perjanjian
 7
. Itikad baik harus 
dilaksanakan dalam perumusan atas dasar perjanjian yakni memberi arti 
yang merupakan suatu hal yang disetujui pihak, pada setiap perjanjiannya 
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 Seng Hansen. 2015. “Manajemen Kontrak Konstruksi.” Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm 
80. 
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 J. Satrio.1992. Hukum Perikatan “ Perikatan Pada Umumnya”. Purwokerto: Penerbit Alumni, 
hlm 79. 
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pengadaan prestasu haruslah sepenuhnya dihornati, sesuai para pihak yang 
berkehendak ketika perjanjian ditutup
8
.  
Kitab Undang-Undang Hukum Perdata di  Buku III mengenai 
perikatan, secara umum mengatur dasar pelaksanaan kontrak konstruksi 
yang didasarkan kepada Pasal 1320 KUH Perdata. Dua pihak juga terikat 
pada pengaturan mengenai kontrak konstruksi tersebut jika menjadi undang-
undang untuk mereka yang membuat dan secara sah perjanjian itu dibuat, 
maka Pasal 1338 KUH Perdata yang menjadi dasarnya.  
 
B. Perumusan Masalah 
Perumusan permasalahan yang hendak dibahas sesuai penjelasan melalui 
latar belakang tersebut ialah: 
1. Bagaimanakah upaya perlindungan hukum pada pemakai jasa 
terhadap kegagalan bangunan  di proyek pembangunan milik Yayasan 
Banas Mandiri Group ? 
2. Bagaimanakah bentuk pertanggung jawaban  penyedia jasa konstruksi 
terhadap kegagalan bangunan di proyek pembangunan milik Yayasan 
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C. Tujuan Penelitian 
Tujuan penelitian yaitu:  
1. Mengkaji upaya perlindungan hukum pada pengguna jasa atas 
kegagalan bangunan di proyek pembangunan. 
2. Mengetahui dan mengkaji bentuk tanggung jawab penyedia jasa 
konstruksi terhadap kegagalan bangunan di proyek pembangunan 
milik. 
 
D. Manfaat Penelitian 
Diharap penelitian bisa memberikan manfaat baik untuk penulis 
ataupun pembaca. Diantaranya:  
1. Manfaat Teoritis  
Penelitian ini diharapkan secara teoritis menjadi pengembangan 
bagi mahasiswa hukum perdata serta menyumbangkan pemikiran 
terkait tanggung jawab kontraktor pada gantu rugi yang diakibatkan 
dari kegagalan bangunan yang tidak sesuai dengan standar untuk 
menyelenggarakan jasa konstruksi. 
2. Manfaat Praktis  
Memberikan pemahaman terkait pertanggung jawaban 
kontraktor pada ganti rugi yang terjadi pemakai jasa kontruksi 
mengenai kegagalan bangunan yang tidak sesuai dengan standar 





E. Tinjauan Pustaka 
Di bawah ini peneliti deskripsikan sejumlah penelitian  yang peneliti 
laksanakan sebagai berikut:  
Penelitian Dewi Fatmawati, 2017, yang judulnya “Tanggung Jawab 
Kontraktor terhadap Perjanjian Pemborongan Jalan: Studi Kasus pada CV. 
Banibas di Kabupaten Jepara”. Skripsi ini meeliti terkait pengadaan 
perjanjian kontrak konstruksi terhadap lambatnya pekerjaan proyek 
konstruksi, dan termasuk penelitian empiris.  
Penelitian Zairizal, 2005 judulnya “Tanggung Jawab Pemborong 
dalam Pelaksanaan Pemborongan Bangunan”. Tesis ini meneliti terkait 
tanggung jawab kontraktor pada lambatnya pelaksanaan proyek konstruksim 
yang termasuk penelitian empiris.  
Penelitian yang penulis lakukan saat ini berbeda dalam hal 
pembahasan dan substansi terhadap kedua penelitian di atas. Pada skripsi ini 
kajian tema bahasan yang peneliti pilih berfikus kepada tanggung jawab 
menurut perdata terkait kegagalan bangunan atas tinjauan yuridis empiris 
dengan mengkaji hasil penelitian pada lapangan secara menggabungkan 
bahan hukum yang menjadi dasarnya. 
 
F. Metode Penelitian 
1. Metode Pendekatan 
Penelitian hukum empiris dipergunakan pada penelitian ini artinya 




Tujuan dari penelitian hukum empiris yakni menggabungkan bahan hukum 





2. Spesifikasi Penelitian 
Deskriptif analistis menjadi spesifikasi penelitian yang dipergunakan 
yakni teori hukum dengan praktik pengadaan hukum positif yag terkait 
dengan masalah tersebut dikaitkan dengan aturan undang-undang yang ada 
digambarkan oleh deskriptif ini.
10
 Berdasarkan sistematis ataupun 
kronologis menjelaskan objek penelitian sesuai dengan fakta yang ada untuk 
dihubungkan dengan suatu kaidah hukum guna menyelesaikan masalah dan 





3. Sumber Data 
Data primer menjadi sumber data pada penelitian yaitu dari studi 
lapangan data tersebut didapatkan dengan melakukan wawancara (field 
research), sementara dari undang-undang, sumber internet, buku-buku dan 
lain sebagainya data sekunder didapatkan. Dalam penelitian yang dijadikan 
sumber data yang bisa dipakai untuk melaksanakan penelitian, yakni  
sumber data sekunder meliputi bahan sekunder, tersier, ataupun primer. 
                                                 
9
 Mukti Fajar, Yulianto Ahmad, Dualisme Penelitian Hukum, Yogyakarta: Fakultas Hukum 
Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2007,  hlm 38, lihat juga Ida Hanifah, dkk. 2018. 
“Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa.” Medan: Pustaka Prima, hlm. 19. 
10
 Ronny Hanitijo Soemitro, Ibid, hlm. 97. 
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a) Bahan Hukum Primer  
Bahan hukum mendasar serta utama dimana kekuatan hukum yang 
dimiliki bersifat mengikat, meliputi ketentuan yang berlaku atau 
Aturan undang-undang yang ada, bahan hukum primer sehubungan 
dengan hal ini meliputi ketetapan pada Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata. PP RI No.  59 Tahun 2010 terkait Penyelenggaraan Jasa 
Konstruksi terhadap perubahan PP RI No. 29 Tahun 2000 mengenai 
Penyelenggaraan Jasa Konstruksi,  maupun Undang-undang No. 2 
Tahun 2017 terkait jasa Konstruksi terhadap perubahan Undang-
undang No. 18 Tahun 1999 mengenai Jasa Konstruksi.  
b) Bahan Hukum Sekunder  
Bahan hukum yang menjelaskan terkait bahan hukum primer maupun 
proses analisa bisa dibantu, meliputi:  
1) Buku ilmiah terkait  
2) Media elektronik 
3) Jurnal ilmiah  
4) Laporan penelitian 
5) Pendapat para ahli hukum 
6) Koran (surat kabar) 





c) Bahan Hukum Tersier  
Bahan hukum yang menunjang bahan  hukum sekunder dan primer 
yang asalnya melalui ensiklopedi dan kamus bahasa hukum.  
 
4. Metode Pengumpulan Data  
Pada umumnya metode pengumpulan data teknik pengumpulannya 




Teknik pengumpulan data yang dipergunakan penulis sesuai 
pendekatan yang dipakai untuk mendapatkan data antara lain:  
1) Studi Pustaka : Mempelajari surat kabar yang berhubungan 
dengan permasalahan yang dibahas, aturan undang-undang yang 
ada, jurnal ilmiah, literatur, dan dokumen-dokumen. 
Pengumpulannya lewat dokumen, literatur dan dengan 
mempelajari ketentuan perundang-undangan. 
13
 
2) Wawancara : Guna memperoleh informasi-informasi lisan 
melalui tatap muka dengan seseorang yang bisa memberi 
penjelasan untuk penulis  serta melalui bercakap-cakap
14
. 
Wawancara bisa dilaksanakan pada dua individu yakni reponden 
dan informan guna mempermudah pengumpulan datanya.  
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 Soerjono Soekanto. “Pengantar Penelitian Hukum.” 2007. Jakarta : UI Press. hlm. 50 
13
 Sugiyono. “Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif & RND.2010”, Bandung : Alfabeta, hlm 63. 
14





Responden yakni orang yang ditanya oleh pewawancara guna 
mengetahui informasi tentang dirinya sendiri seperti sikapnya, 
pandangannya terhadap isu tertentu, serta pendiriannya
15
. Melalui Informan 
dilakukan pengumpulan data dalam teknik wawancara. Pelaksanaan 
wawancara ini dilakukan secara langsung kepada pihak yang terkait pada 
penelitian.  
 
5. Metode Analisis Data 
Menganalis dan mengolah data yang telah diperoleh selama penelitian 
menjadi kegunaan dari metode analisis data. Analisis data yang dipakai 
yakni analisis kualitatif dan cara penggunaannya yaitu sistematis dengan 
menguraikan data yang sudah terkumpulkan memiliki  ukuran kualitatif 
yang dipergunakan, setelah itu dilakukan pendeskripsian sehingga 
pemahaman atau pengertian akan didapatkan. Penulis melakukan perbedaan 
dan persamaan pendapat terkait perbandingan bahan hukum sekunder 
dengan primer. Memperoleh sebuah penyelesaian serta bisa disimpulkan 
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 Ulber Silalahi. “Metode Penelitian Sosial. 2006”. Bandung: Unpar Press. hlm. 287 
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G. Sistematika Penulisan Skripsi 
Terdapat empat bab dalam pembagian sistematika yang digunakan 
dalam penulisan hukum ini, pada setiap bab saling berhubungan dengan 
yang lain. Secara garis besar, pembagian sistematika penulisan skripsi 
ini antara lain: 
BAB I Berisi pendahuluan yang sifatnya umum, latar belakang masalah, 
perumusan permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan 
tinjauan pustaka, metode penelitian, sistematika penulisan.  
BAB II Berisi tinjauan konseptual meliputi beberapa tinjauan umum 
mengenai jasa kontruksi, tanggung jawab dan tentang penyedia jasa 
konstruksi.  
BAB III Bab ini mengenai hasil penelitian tanggung jawab penyedia jasa 
konstruksi atas kegagalan bangunan pada proyek pembangunan di 
yayasan banas mandiri group dan upaya perlindungan hukum terhadap 
pengguna jasa atas kegagalan bangunan pada proyek pembangunan di 
yayasan banas mandiri group.  
BAB IV Berisi penutup, kesimpulan saran melalui peneliti atas keseluruhan 





BAB  II 
TINJAUAN KONSEPTUAL 
 
A. Tinjauan Umum Tentang Jasa Konstruksi 
1. Pengertian Jasa Kontruksi 
Pasal 1 Ayat 1 Undang-undang No, 2 Tahun 2017 terkait Jasa 
Konstruksi menyebutkan pengertian jasa konstruksi yaitu pelayanan 
jasa konsultansi konstruksi dan pekerjaan konstruksi. Jasa konstruksi 
adalah pelaksanaan pekerjaan pada bidang konstruksi seperti 
pembangunan jembatan, rumah, ataupun gedung. 
2. Bentuk Kegiatan Sektor Jasa Konstruksi 
Yang merupakan sektor industri konstruksi mencakup
17
:  
a. Semua pembangunan struktur konstruksi baik dilaksanakan 
dengan cara konvesional maupun sebagian / semuanya 
dilaksanakan dengan cara prapabrikasi.  
b. Semua aktivitas persiapan lahan pekerjaan konstruksi guna 
membangun struktur konstruksi.  
c. Semua aktivitas pemeliharaan, pembongkaran, perbaikan, 
perubahan, perbaikan bangunan ataupun struktur apa saja.  
d. Semua aktivitas pemasangan pipa maupun materiap pabrikasi 
yang lain di tanah dan pekerjaan yang lain yang berhubungan 
dengan tanah.  






e. Semua aktivitas pemancangan, pembangunan, perluasan, 
pemasangan, pembongkaran, perubahan dari suatu saluran 
transisi maupun distribusi, pabrik, fasilitas, peralatan pabrik 
yang mempergunakan pasokan listrik, ataupun suatu sistem 
ventilasi, pendinginan dan air-conditioning.  
f. Semua aktiivitas pemancangan, pembangunan, perluasan, 
pemasangan, pelayanan, perubahan, pergantian dari bagian 
ataupun pembongkaran mesin maupun lift.  
g. Segala kegiatan perlistrikan atau kerja logam yang berkaitan 
dengan proyek-proyek keteknikan dan lainnya. 
3. Para Pihak yang Terlibat pada Jasa Konstruksi 
Pihak yang terkait di dalamnya mencakup atas sejumlah macam 
bidang keahlian maupun profesi. Garis besarnya, pihak ini bisa dibagi 
menjadi 5 kelompok, yaitu
18
:  
a. Kontraktor: subkontraktor, pekerja, kontraktor. 
b. Desainer: konsultan pengawas, arsitektur, konsultan perencana.  
c. Regulator: asosiasi maupun pemerintah.  
d. Pemilik jasa: developer, masyarakat, pemerintah.  
e. Pemakai bangunan: penyewam pemilik tenant, pembeli. 
4. Pengertian Kontrak Konstruksi 
Tahap kegiatan konstruksi, terkhusus mengenai perjanjian, bisa 
dibedakan ke dalam 3 tahap dengan pemaparan yaitu  
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a. Tahapan Pra-Konstruksi  
1) Penunjukkan yaitu ketika pemakai jasa (pemilik/klien) 
menunjuk pada penyedia jasa (konsultan perencana/ 
konsultan pengawas/ kontraktor). Pada penunjukkan hasil 
lelang pada instansi pemerintah, sebelumnya diadakan 
rapat persiapan penunjukan (PAM), dimana telah 
dilakukan konfirmasi beberapa hal, diantaranya: jaminan 
pelaksanaan, asuransi, eskalasi, harga satuan (HS) 
timpang, dan kesediaan mengurangi nilai kontrak ketika 
dalam penawaran lebih besar dari pada pinjaman hutang 
luar negeri (PHLN).  
2) Jaminan Pengadaan, biasanya sebesar  10% dari nilai 
kontrak, yang harus diserahkan selambat-lambanya 14 
(empat belas) hari setelah penunjukkan. Jaminan ini 
menjadi lampiran dari dokumen kontrak yang 
ditandatangani antara para pihak-pihak yang terkait. 
Jaminan ini ditarik lagi oleh penyedia jasa jika prestasi 
pekerjaan sudah meraih seratus persen, ataupun bisa 
ditukar menggunakan jaminan baru yang lebih kecil 
selaras pada prestasi pekerjaan. Kecuali jaminan 
pengadaan ini, terdapat jaminan jenis yang lain misalnya 
jaminan uang muka, jaminan pada kegagagalan bangunan, 




3) Tanda Tangan Kontrak, dilaksanakan 14 hari dalam 
proyek konstruksi pinjaman dalam negeri, serta dalam 28 
hari dalam PLDN. Bagi proyek yang nilainya melebihi 
lima puluh miliyar dan pekerjaan yang sifatnya kompleks, 
penandatanganan sesudah mendapatkan pendapat ahli 
hukum kontrak ataupun pejabat yang memegang bidang 
pengadaan maupun hukum. Ketika melaksanakan 
perikatan, pihak sebisa mngkin mempergunakan standar 
kontrak yang dikeluarkan lembaga yang terkait.  
4) Serah Terima Lapangan, dilaksanakan sesudah 
ditandatanganinya kontrak, sebelum dikeluarkan SPMK. 
Berdasar hal ini, dilaksanakan pemeriksaan inventaris 
negara yang ada pada lapangan, dan dimuatkan di berita 
acara pemeriksaan lapangan.  
5) SPMK / NTP, dikeluarkan paling lama 14 hari sesudah 
kontrak ditandatangani. SPMK diberikan tanda tangan 
sesudah tidak adanya permasalahan dengan pemeriksaan 
lapangan, dimuatkan pula tangga; waktu paling lama 
dimulai pekerjaan. 
b. Tahapan Konstruksi  
1) Surat Pernyataan Mulai Bekerja, yang ditandatangani oleh 
penyedia jasa, serta menjadi tanggal awal periode waktu 




kecil, SPMB bisa disamakan dengan SPMK / tanggal 
tanda tangan kontrak. Sesudah SPMB keluarg, umumnya 
atas perminataan pemakai jasa dibuat panitian yang 
mencakup unsur perencanaan, proyek, pelaksanaan serta 
yang menguasai administrasi kontrak yang tugasnya 
meneliti semua hal yang berkaitan dengan perubahan 
kontrak. Panitia akan memberi anjuran jika terdapat 
perubahan kontrak, serta menciptakan berita acara hasil 
penelitian kontrak.  
2) Rapat persiapan Lapangan, yaitu pertemuan diantara 
pemakai jasa dengan penyedia jasa. Hal itu dilakukan 
paling lambat dua minggu sesudah dikeluarkan  SPMK. 
Rapat ini tujuannya guna menyatakan pengertian pada 
semua isi dokumen kontrak, dan menciptakan kesepakatan 
pada beberapa hal yang belum ada di dokumen kontrak 
lalu mencari jalan keluar..  
3) Serah Terima Pertama, dilakukan ketika penyedia jasa 
sudah menuntaskan seratus persen pekerjaan selaras pada 
dokumen kontrak maupun rencana kerja berdasar  Kurva 
S. Berita acara serah terima pertama diciptakan oleh 
penyedia saja yang disetujui oleh pemakai jasa.  
4) Masa Pemeliharaan, merupakan masa yang mana penyedia 




pemeliharaann terhadap hasil pekerjaan. Masa 
pemeliharaan umumnya selama empat puluh hari ataupun 
tiga bulan selaras pada si perjanjian kontrak.  
5) Serah Terima Ke-2 dilaksanakan sesudah masa 
pemeliharaan selesai, dan diciptakan acara serah terima 
kedua yang disepakati dua pihak. Penyedia kasa harus 
memberikan gambar hasil pengerjaan pembangunan 
dengan lengkap. Sesudah ini waktu kontrak sudah selesai 
serta bangunan hasil proyek semuanya menjadi tanggung 
jawab sepenuhnya pemakai jasa.  
c. Tahapan Pasca Konstruksi  
Dalam tahapan ini sesungguhnya masa pertanggungan 
kegagalan bangunan, yang mana kondisi bangunan hasil proyek 
yang sesudah diserah terimakan oleh penyedia jasa oadaoemakai 
jasa yang menjadi tidak berfungsi, baik semua ataupun sebagian 
dan tidak selaras pada ketetapan  yang ada di kontrak kerja 
konstruksi, ataupun pendayagunaanya menyimpang yang 
merupakan akibat keteledoran penyedia jasa maupun pemakai 
jasa. Masa pertanggungan ini maksimal sepuluh tahun. Terkait 
kegagalan bangunan sudah termuat di  Undang-Undang No. 2 
tahun 2017 terkait Jasa Konstruksi, dan aturan undang-undang 





5. Dasar Hukum Kontrak Konstruksi 
Kontrak yaitu sebuah sarana pada hubungan usaha diantara 
pihak yang disepakati degan khusus mengatur hubungan bahan hukum 




Kontrak yaitu bagian krusial dari sebuah proses usaha yang 
syarat dengan pertukaran kepentingan antar para pelaku. Membuat 
sebuah kontrak hakekatnya menuang proses usaha ke format hukum
20
. 
Standar kontrak itu sudah ditetapkan serta sudah dimuatkan pada 
bentuk formulir, yang mana kontrak konstruksi itu sudah ditetapkan 
sepihak  oleh salah satu pihak
21
.  
Selaras berdasar Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum 
Perdata, Seng Hansen menyebutkan pengertian kontrak yakni sebuah 
tindakan yang mana 1 pihak ataupun lebih mengaitkan diri pada 1 
individu ataupun lebih. Pasal 1320 KUH Perdata, Nheezwa R. N. 
Menyebutkan syarat sah sebuah kontrak di kontrak itu mencakuo 
syarat subjektif yaitu cakap dan sepakat, yang mana terkait para 
pembuat, jika tidak terpenuhi, sehingga perjanjian bisa dibatalkan 
serta persyaratan onjektif yaitu sebuah hal tertentu dan sebuah sebab 
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halal, yang mana terkait para pembuat, jika perjanjian itu terpenuhi, 
perjanjian batal demi hukum
22
.  
Pasal 1 Ayat 8 Undang-undang No. 2 Tahun 2017 terkait Jasa 
Konstruksi, kontrak kerja konstruksi merupakan seluruh dokumen 
yang memuat hubungan hukum diantara pemakai dengan penyedia 
jasa untuk melaksaakan jasa konstruksi. Kontrak konstruksi tujuannya 
mempunyai minimal 4 peran penting yaitu menjalin suatu hubungan 
yang memiliki kekuatan hukum, menyatakan seluruh hal, 
menyalurkan resiko, kewajiban, tanggung jawab melalui para pihak, 




Kontrak kerja konstruksi mencakup 3 bidang pekerjaan yakni 
pelaksanaan, pengawasan, perencanaan. Umumnya, pengadaan setiap 
jenis pekerjaan harus dilaksanakan penyedia jjasa dengan terpisah 
pada sebuah pekerjaan konstruksi. Memiliki tujuan yaitu mencegah 
konflik kepentingan. Sehingga tidak dianjurkan adanya perangkapan 
fungsi, seperti melaksanakan konstruksi merangkap konsultan 
pengawas / konsultan perencana merangkap pengawas. Pengecualian 
pada prinsip ini berkemungkinan bagi pekerjaan yang siftnya 
kompleks membutuhkan teknologi canggih dan memiliki risiko tinggi 
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mislanya pembangkit tenaga listrik, reaktor nuklir, ataupun 




6. Bentuk-bentuk Kontrak Konstruksi 
Empat jenis kontrak yang disebutkan di Pasal 50 ayat 2 Pepres 
No. 54 Tahun 2010 yang pembedaannya disesuaikan kepada hal 
dibawah
25
:   
a. Jenis pekerjaan.  
b. Sumber pendanaan. 
c. Pembebanan tahun anggaran.  
d. Metode pembayaran.  
Kontrak yang disesuaikan kepada bentuk metode pembayaran 
dibagi menjadi kontrak harga satuan, kontrak lumpsum, kontrak 
terima jadi, dan kontrak presentase.  
Kontrak yang disesuaikan pembebanan tahun anggaran dibagi 
ke dalam kontrak tahun tunggal dengan kontrak tahun jamak. Bagi 
kontrak yang berdasar sumber pendanaan ada komtrak pendanaan 
tunggal, payung, serta bersama. Sementara bagi kontrak disesuaikan 
kepada jenid pekerjaan dibagi ke dalam pelaksanaan pekerjaan 
tunggal dan pelaksanaan  pekerjaan terintegrasi
26
. Secara tradisional 
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pada kontrak konstruksi dengan tegas dibagi menjadi fungsi 
perencanaan beserta pengadaan konstruksi. Pada perkembangan 
pengadaan jasa konstruksi bisa dilaksanakan pada bentuk paket, 





7. Dasar Hukum dan Prinsip Hukum Konstruksi dalam Kontrak 
Konstruksi 
Dasar hukum pelaksanaan kontruksi di Indonesia, adalah
28
:  
a. Undang-undang No. 2 Tahun 2017 terkait Jasa Konstruksi 
perubahan atas Undang-undang No. 18 Tahun 1999 terkait Jasa 
Konstruksi.  
b. PP No. 28 Tahun 2000 terkait  Usaha ataupun Peran Masyarakat 
Jasa Konstruksi dan diganti dengan PP  No. 40 Tahun 2010. 
c. PP No. 29 Tahun 2000 terkait Penyelenggaraan Konstruksi lalu 
diganti Pepres No. 59 Tahun 2010. 
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Stephen Furst & Vivian Ramsey dalam Dwi Mariyati 
menyebutkan prinsip hukum konstruksi pada kontrak konstruksi 
umumnya ada di Kitab Undang-undang Hukum Perdata dalam buku 
ketiga mengenai perikatan, yaitu:
29
  
a. Prinsip kebebasan melakukan kontrak, ada di  Pasal 1338 Kitab 
Undang-Undang Hukum Perdata yaitu seluruh perjanjian yang 
diciptakan dengan cara sah yang merupakan undang-undang 
untuk mereka yang membuat.  
b. Prinsip sah sebuah perjanjian, cakap para pihak, sepakat yang 
mengikat, sbeuah hal tertentu, serta hal yang diperbolehkan. 
Pasal 1320 Kitab Undang-undang Hukum Perdata serta Pasal 
1340 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.  
c. Prinsip obyek kontrak ada di  Pasal 1333 KUH Perdata.  
d. Prinsip jaminan pekerjaan ada di 1400 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata.  
e. Prinsip penanggungan ada di Pasal 1820 Kitab Undang-undang 
Hukum Perdata.  
f. Prinsip wanprestasi maupun ganti kerugian ada di  Pasal 1243 
KUH Perdata.  
g. Prinsip tanggung jawab pada penyimpangan ada di Pasal 1365-
1367 KUH Perdata.  
 
                                                 
29
 Dwi Mariyati. “Prinsip Hukum dalam Penyusunan dan Pelaksanaan Kontrak Engineering 





h. Pasal berhubungan dengan prnsip pemborongan ada di Pasal 
1604-1617 KUH Perdata, yang termasuk hukum positif di 
Indonesia, prinsip yang termuat yaitu:  
1) Prinsip hubungan tanggung jawab para pihak dan 
keselahan serta penyediaan bahan.  
2) Prinsip ketegasan tanggung jawab terhadap pihak 
penyedia jasa jika bangunan musnah karena cacat dalam 
penyusunan atau faktor yang tidak ditompang oleh 
kesanggupan tanah atau lingkungan.  
3) Prinsip larangan pada perubahan harga kontrak.  
4) Prinsip kebebasan pemutusan kontrak dengan sepihak oleh 
pemberi pekerjaan.  
5) Prinsip kontrak yang bersatu dengan pemborongan.  
6) Prinsip gak retensi.  
7) Prinsip tanggung jawab pengganti.  
8) Prinsip eksistensi hubungan kontraktual. 
 
B. Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab 
Tanggung jawab berdasarkan KBBI merupakan kewajiban 
menanggung semua hal bila ada apa-apa boleh disalahkan, diperkarakan, 
ataupun dituntut. Tanggung jawab adalah akibat yang muncul dari 




Dasar pertanggungjawaban pada hukum perdata dibagi ke dalam 2 
jenis yaitu pertanggungjawaban yang disesuaikan terhadap kesalahan 
ataupun pertanggung jawaban yang disesuaikan atas tanpa kesalahan yang 
disebut pula tanggung jawab mutlak maupun resiko. 
Pertanggungjawaban atas dasar kesalahan yaitu pihak harus 
melakukan tanggung jawab terhadap tindakan yang diperbuatnya yang 
memunculkan kerugian pada individu lain dimana tidak dipenuhinya sebuah 
prestasi yang sudah disepakati sebelumnya yang mengikat diri pada sebuah 
perjanjian. Tanggung jawab atas dasar tidak adanya kesalahan ataupun 
pertanggung jawaban pada resiko yaitu pihak yang merasa dirugikan tidak 
harus mengajukan gugatan yang dengan sendirinya menjadi tanggung jawab 
mutlak terhadap resiko yang disebabkan. Tanggung jawab pihak kontraktor 
termuat di Undang-undang No. 2 Tahun 2017 mengenai Jasa Konstruksi. 
 
C. Tinjauan Umum Tentang Penyedia Jasa Konstruksi 
1. Pengertian Penyedia Jasa 
Penyedia jasa ialah badan ataupun usaha perorangan yang 
memperoleh pekerjaan layanan konstruksi terkait dengan 
kemampuannya dalam memberikan layanan pada pengguna jasa. 




                                                 
30




Pasal 1 butir 3 Keputusan Presiden No. 80 Tahun 2003, 
kontraktor diartikan sebagai pemasok layanan ataupun barang yakni 
perorangan maupun badan usaha yang kegiatan bisnis yang 
menyediakan layanan ataupun barang. Kontraktor adalah hasil 
penyedia layanan ataupun barang. Pasal 1 butir 6 Undang-undang No. 
2 Tahun 2017, kontraktor adalah salah satu penyedia layanan yakni 
memberikan jasa konstruksi. 
 
2. Kriteria, Kewajiban dan Persyaratan Penyedia Jasa 
Memilih penyedia jasa (konsultan perencana, pengawas, dan 
kontraktor) untuk melaksanakan proyek ialah suatu hal terpenting 
yang menjadi penentu kesuksesan ataupun keberhasilan sebuah 
proyek. Pemilihan penyedia layanan harus memperhitungkan 
keseimbangan antara beban kerja dan kemampuan, kesesuaian bidang, 
ataupun kinerja dari pemberi jasa. Sebelum menetapkan ketentuan 
seleksi kontraktor dan konsultan harus memhamai terlebih dahulu 
keseluruhan proyek ataupun prediksi nilai proyek agar bisa 
menentukan kualifikasi dan klasifikasi penyedia jasa.  
Penyedia jasa perorangan yang terpilih harusnya mempuntai 
sertifikat keahlian untuk pengawas ataupun perencana konstruksi, dan 
mmepunyai sertifikat keahlian ataupun keterampilan kerja untuk 
pelaksana konstruksi. Penyedia jasa yang termasuk badan usaha, ialah 




konturksi dan ketentuan undang-undang, mempunyai sertifikat 
kualifikasi dan klasifikasi perusahaan layanan konstruksi, 
mempertimbangkan Sisa Kemampuan Paket (SKP) ataupun 
mempunyai Kemampuan Dasar (KD).  
KD (Kemampuan Dasar) di bawah skor jumlah HPS (Harga 
Perhitungan Sendiri) dari pekerjaan yang akan dilelang. SKP (Sisa 
Kemampuan Paket) ialah nilai KP (Kemampuan Paket) dikurangi total 
paket yang masih dikerjakan. KP untuk penyedia jasa non kecil 
umumnya ditetapkan  6 atau 1,2 kali total paket pekerjaan paling 
banyak yang bisa diatasi bersama-sama dalam jangka  waktu 5 tahun 
terakhir.  
Syarat yang lain seperti tidak pailit, tidak diawasi oleh 
pengadilan, kegiatan bisnisnya tidak sedang dihentikan, direksi yang 
melakukan tindakan atas ataupun untuk nama perusahaan tidak masuk 
dalam daftar hitam, tidak menjalani sanksi pidana, secara yuridis 
mempunyai kewenangan menandatangani kontrak, empunyai kontrak 




Kewajiban Penyedia Jasa, Pihak kedua dalam perjanjian 
konstruksi ialah penyedia layanan ataupun kontraktor. Kontraktor 
mempunyai kewajiban kontraktual untuk
32
:  
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a. Menjalankan proyek konstruksi berdasarkan gambar 
maupun spesifikasi yang didapat, menyediakan material, 
barang, serta dokumen kontraktor yang diperlukan, 
ataupun mengerjakan proyek berdasarkan waktu yang 
sudah ditentukan bersama (kewajiban umum).  
b. Mempunyai tanggung jawab atas keselamatan dan 
stabilitas pelaksaan pekerjaan.  
c. Memenuhi semua keberterimaan kualitas pekerjaan 
pengadaan material dan barang atau tenaga kerja.  
d. Menjamin pelaksanaan pekerjaan atau jaminan lain yang 
selaras dengan kontrak.  
e. Memberikan metode dan detail pekerjaan jika konsultan 
pengawas ataupun pemilik proyek memintanya.  
 
Tugas tersirat kontraktor yaitu mengerjakan pekerjaan dalam 
waktu yang wajar, melakukan pekerjaan dengan kecapakan yang layak 
dan rajin, mempergunakan material dengan kualitas dan fungsi yang 
tepat dengan kegunaannya, pemberitahuan dini atas kemungkinan 
perubahan force majeure ataupun lingkup pekerjaan, dan 






Terkait dengan kewajiban kontraktor pada aspek keselamatan, 
maka kontraktor perlu:  
1. Menjaga keselamatan setiap orang di lapangan.  
2. Memenuhi setiap kebijakan keselamatan pekerjaan yang 
ada. 
3. Mengamankan pekerjaan dan lapangan (termasuk hasil 
pekerjaan)  
4. Memberi pengawasan pekerjaan dan lapangan (termasuk 
hasil pekerjaan) hinggan dilakukannya serah terima.  
5. Melaksanakan temporary works (pekerjaan sementara) 
yang dibutuhkan dalam menjaga keselamatan umum.  
Menetapka Metode Pemilihan Penyedia Jasa, Pemilihan 
penyedia jasa umumnya dilakukan dengan metode pelelangan umum 
dengan setelah seleksi umum untuk konsultan dan kualifikasi untuk 




a. Pelelangan Umum, ialah metode pemilihan pengoperasian 
konstruksi melalui pelelangan terbuka dengan informasi secara 
luas dengan bantuan media cetak dan media elektronik ataupun 
minimal website organisasi serta papan pengumuman resmi 
untuk masyarakat, dengan demikian masyarakat luas penyedia 
jasa yang tertarik ataupun memenuhi kualifikasi bisa 
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mengikutinya. Dalam memilih pelaksanaan konstruksi yang 
memanfaatkan dana APBD ataupun ABN, pelelangan umum 
tidak dilakukan negosiasi harga atau teknis.  
b. Pelelangan Terbatas, yaitu metode pemilihan pelaksanaan 
konstruksi dengan jumlah penerapan konstruksi yang bisa 
melakukannya dipercayai terbatas serta sudah lulus 
prakualifikasi, biasanya untuk proyek yang sifatnya kompleks, 
mempunyai risiko tinggi, membutuhkan teknologi tinggi, dana 
yang dibutuhkan besar, serta dilaksanakan melalui jasa 
konstruksi terintegrasi. Sama halnya dengan pelelangan umum, 
metode ini pun diberitahukan secara luas melalui media cetak 
ataupun elektronik serta minimal website organisasi, maupun 
papan pengumuman resmi untuk masyarakat dengan 
dicantumkan penyedia jasa yang sidah dipercaya mampu, untuk 
memberikan peluang pada penyedia jasa lain yang memenuhi 
kualifikasi.  
c. Pemilihan Langsung, yaitu cara pemilihan pengerjaan konstruksi 
dan tidak melewati pelelangan ataupun penyeleksian umum / 
pelelangan terbatas, dilaksanakan secara melakukan 
perbandingan sebanyak mungkin penawaran, minimal tiga 
penawaran melalui penyedia jasa. Dalam pemilihan pengerjaan 
konstruksi yang mempergunakan dana ABN/APBD, pemilihan 




tertingga lima miliyar, tidak terdapat negosiasi teknis maupun 
harga. Pasal 1 Angka 26 menyebutkan pemilu merupakan teknik 
pemilihan penyedia jasa pekerjaan konstruksi bagi perkerjaan 
yang nilai tertinggi Rp. 200.000.000,00
34
.  
d. Penunjukan Langsung, teknik pemilihan pengerjaan konstruksi 
dilaksanakan dan tidak melewati seleksi umum ataupun 
pelelangan, pelelangan terbatas yakni secara memilih langsung 1 
penyedia jasa yang dianggap sanggup melakukan pekerjaan dan 
sesuai dengan kualifikasi. Guna pemilihan penyedia jasa yang 
mempergunakan APBD ataupun ABN, teknik ini bisa 
dilaksanakan berdasarkan kondisi tertentu dan pekerjaan 
konstruksi yang sifatnya khusus, berdasar hal ini dilaksanakan 
negosiasi harga ataupun teknis.  
e. Pengadaan Langsung, yaitu teknik penegrjaan penentuan 
konstruksi yang dilaksanakan dengan langsung pada penyedia 
jasa, dan tidak melewati pelelangan langsung. Pemilihan 
penyedia jas ayang mempergunakan APBD ataupun ABN, cara 
ini dipakai dalam melaksanakan aktivitas operasional 
perusahaan, bagi proyek yang memiliki teknologi sederhana, 
resikonya kecil, dan diberikan untuk penyedia jasa orang 
perorangan ataupun badan usaha kecil. Nilainya tertinggi dua 
ratus juta rupiah berdasar harga yang diberlakukan di pasar. 
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Nilai proyek tertinggi dalam pelaksanaan langsung jasa 
konsultan yakni 50 juta rupiah.  
f. Sayembara, adalah cara pemilihan konsultan yang melombakan 
gagasan kreatifitas, orisinil, inovasi yang biaya ataupun 








BAB  III 
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN 
 
A. Upaya Perlindungan Hukum pada Pengguna Jasa Atas Kegagalan 
Bangunan pada Proyek Pembangunan di Yayasan Banas Mandiri 
Group 
Upaya perlindungan hukum pada pemakai jasa konstruksi terkait 
kegagalan bangunan gudang milik Yayasan Banas Mandiri Group umumnya 
termuat di Undang-Undang No. 2 tahun 2017 terkait Jasa Konstruksi yang 
ada di Pasal 65 Undang-Undang Nomor 2 tahun 2017 mengenai Jasa 
Konstruksi membahas terkait bagaimanakah perlindungan yang diberi untuk 
pemakai jasa terhadap kegagalan bangunan misalnya membahas terkait 
masa pemeliharaan.  
Upaya Perlindungan hukum pada pemakai jasa konstruksi terkait 
kegagalan bangunan diberikan pula dengan terdapatnya sanksi administratif 
yang diberikan untuk penyedia jasa yang tidak menjalankan kewajiban. 
Sanksi adminitratif termuat di melaksanakan kewajibannya. Sanksi 
administratif tertera pada Pasal 89-102 Undang-Undang No. 2 tahun 2017 
tentang Jasa Konstruksi.  
Sanksi administratif yang dijatuhkan untuk penyedia jasa tujuannya 
supaya penyedia jasa melaksanakan hak atau kewajiban selaras pada yang 
sudah ditetapkan. Sanksi administratif merupakan pula salah satu bentuk 




jasa yang hendak melakukan sebuah proyek sudah sesuai dengan standar 
pengadaan jasa konstruksi.  
Perlindungan hukum pada pemakai jasa terhadap kegagalan bangunan 
diatur khusus pada klausula kontrak kerja konstruksi yang berisi terkait 
klausa kegagalan bangunan maupun terkait tanggung jawab penyedia jasa 
terhadap kegagalan bangunan yang menjadi wujud perlindungan pada 
pengguna jasa terhadap sebuah kegagalan bangunan.  
Masalah yang muncul pada perjanjian pengerjaan jasa konstruksi 
terkait kegagalan bangunan yang skalanya kecil pada bentuk retaknya 
pondasi bangunan milik Yayasan Banas Mandiri Group. Masalah itu adalah 
bentuk perselisihan sebab terjadi jika salah satu pihak tidak memenuhi 
kewajiban yang termuat pada kontrak konstruksi yang sudah disetujui 2 
belah pihak.  
Sengketa itu adalah perbuatan wanprestasi yang mana salah satu pihak 
tidak memenuhi ketetapan yang ada di kontrak konstruksi, maka salah satu 
pihak merasa merugi. Pihak itu melakukan pembuatan pondasi bangunan, 
tetapi berbeda dengan yang disepakati pada kontrak konstruksi dua pihak 
itu.  
Sengketa konstruksi biasanya terjadi, mengetahui praktek pada jasa 
konstruksi yang sarat yang memiliki resiko serta sejumlah kepentingan. 
Pengerjaan proyek konstruksi dimulai dengan kontrak konstruksi yang 
sudah menjelaskan kondisi jika ada sengketa konstruksi dengan tata cara 




salah satu pihak menilai jika pihak yang lain sudah melaksanakan 
pelanggapa pada kewajiban ataupun tanggung jawabnya
35
.  
Sesuai pemaparan Halerad, sengketa konstruksi bisa dibedakan 
menjadi 4 kelompok, yang bisa dijelaskan yaitu 
36
: 
1. Sengketa berhubungan dengan waktu.  
2. Sengketa berhubungan dengan finansial.  
3. Sengketa berhubungan dengan standar pekerjaan.  
4. Perselisihan hubungan dengan orang dalam industri konstruksi.  
Akibat hukum terhadap terjadinya kegagalan bangunan yang skalanya 
kecil pada bentuk keretakan pondasi bangunan yang wajib ditanggung pihak 
kontraktor yaitu seperti ganti kerugian biaya material serta membuat 
kembali pondasi.  
Guna menuntaskan sengketa konstruksi, pelaku industri konstruksi 
sudah mencoba melaksanakan sejumlah pendekatan metode untuk 
menyelesaikan sengketa. Umumnya, penuntasan sengketa konstruksi bisa 
dilaksanakan menggunakan 2 cara, yaitu
37
:  
1. Dengan jalur litigasi.  
2. Dengan jalur pengadilan.  
 
Bapak Ischak sebagai Project Manager dari PT Wolu Jaya Group 
meyebutkan jika pada masa pelaksanaan jasa konstruksi muncul suatu 
masalah, sehingga dua pihak yang bersangkutan pada sebuah perjanjian 
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konstruksi itu akan menuntaskannya dengan cara negosiasi guna 
mendapatkan jalan keluarnya.  
Jika ada perselisihan pada perjanjian untuk menyelenggarakan jasa 
konstruksi, berdasar pemaparan Project Manager dari PT Wolu Jaya 
Groupyang memiliki tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan yaitu 
Project Manager beserta seseornag yang menghitung pada pertimbangan 
sketsa bangunan infrastruktur.  
Praktik penuntasan pada   perselisihan yang ada di pelaksanaan jasa 
konstruksi itu biasanya tidak memuatkan pilihan lainnya kecuali 
musyawarah untuk menyelesaikan sengketa itu. Jika jalan musyawarah guna 
memutuskan sebuah sengketa tidak ada hasilnya dan tidak mendapatkan 
kesepakatan melalui dua pihak, sehingga akan dibuat panitia Arbitrase yang 
mencakup 3 pihak. Tiga pihak itu mencakup pihak pertama, kedua, ataupun 
ahli pada bidangnya yang dipilih dan disepakatii dua pihak. Kemudian jika 
kesepakatan tidak tercapai akan dilanjutkan ke pengadilan.  
Pasal 88 Undang-Undang No. 2 tahun 2017 terkait Jasa Konstruksi 
menyebutkan alur pada pemilihan penuntasan utama yang dipilih yakni 
berdasar musyawarah guna mencapai mufakat. Jika secara musyawarah 
tidak dicapai mufakat, pihak bisa menggunakan langkah penyelesaian yang 
termuat pada kontrak kerja konstruksi
38
.  
Jika usaha penuntasan tidak termuat di kontrak kerja konstruksi, 
sheingga pihak bisa menciptakans ebuah persetujuan terkait prosedur 
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menyelesaikan sengketa yang hendak dipilih, menggunakan dasar 
terdapatnya kesepakatan dari dua pihak.  
Penuntasan perselisihan jasa konstruksi bisa terselesaikan lewat 
negosiasi para pihaknya, jika sengketa tidak bisa dituntaskan dengan 
negosiasi, akan dituntaskan dengan pengadilan ataupun di luar pengadilan. 
Penuntasan di luar pengadilan yang termasuk sekumpulan teknik maupun 
proses dalam menuntaskan sengketa yang terjadi dan menciptakan suatu 
kesepakatan yang mengikat pihaknya.  
Cara alternatif sengketa bisa dilaksanakan dengan ataupun tidak 
menggunakan bantuan pihak ketiga selaku penengah. Pada banyak standar 
kontrak kerja konstruksi, sudah ada klausul yang memberikan saran untuk 
memanfaatkan cara penuntasan sengketa jika terdapat sengketa konstruksi. 
Sejumlah sistem pengadilan sudah memberkan saran guna melakukan 
alternative penyelesaian sengketa sebelum sengketa diajukan menjadi kasus 
hukum.  
Cara pemutusan sengketa konstruksi diantaranya negosiasi, konsiliasi, 
pendapat ahli, mediasi, mini trial, artbitrase, serta ajudikasi
39
. Pembahasan 
lebih mendalam terkait teknik penyelesaian sengketa, yaitu:  
1. Negosiasi merupakan teknik menyelesaikan permasalahan 
secara melakukan dialog antar 2 ataupun lebih pihak yang 
berselisih yang tujuannya guna mendapatkan kesepakatan 
ataupun kesepahaman dua pihak. Untuk melaksanakan negosiasi 
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pihak harus mempersiapkan taktik maupun strategi yang baik, 
kemudian negosiasi bisa berlangsung secara lancar. Namun 
negosiasi setingkali tidak bisa menuntaskan sengketa konstruksi 
yang timbul sebab pihak lebih mementingkan kepentingan 
sendiri. Jika negosiasi berlangsung secara baik, para pihak akan 
melakukan penghematan sebab tidak harus mengeluarkan uang 
guna membayar pihak ke-3.  
2. Pemaparan ahli adalah salah satu cara dalam menyelesaikan 
konflik konstruksi secara meminta opini ahli yang merupakan 
saksi akan keahlian pada suatu bidang. Ahli itu yang dipilih 
merupakan yang mempunyai kapasitas sebagai saksi dalam 
memberi opini mengenai sengketa ataupun solusi untuk 
menyelesaikan sengketa. 
3. Konsiliasi merupakan metode untuk menyelesaikan sengketa 
konstruksi yang mana dua pihak yang berselisih akan memilih 
pihak ketiga / conciliator yang tugasnya guna bertemu dengan 
masingmasing pihak berselisih dengan terpisah, menulis semua 
asal masalah serta solusi, selanjutnya menyatukan 2 pihak agar 
mendapatkan kesepakatan bersama. Tujuan utama konsiliasi 
yakni guna mengatasi kondisi tidak kondusif jika 
penyelesaiannya dilaksanakan hanya oleh dua pihak yang 
berselisih. Terdapatnya penengah, komunikasi 2 pihak diharap 




berkaitan dengan sengketa konstruksi, lalu memotivasu pihak 
agar bisa mendapatkan alternatif pemutusan sengketa yang bisa 
diterima dua pihak.  
4. Mediasi merupakan metode alternatif untuk menyelesaikan 
sengketa secara memilih pihak ke-3 yang dinamakan mediator 
dalam membantu memutuskan perselisihan itu. Tidak sama 
dengan konsiliasi yang mana conciliator tidak berkewenangan 
dalam memberi saran ataupun pendapat pada setiap pihak, 
mediator bisa memberi soluasi ataupun pendapat penuntasan 
sengketa pada pihak yang berselisih. Penuntasan dengan cara 
mediasi memberi pengaruh seperti suatu kesepakatan, tidak 
sama dengan arbitrase yang memberi keputusan yang memiliki 
kekuatan hukum segera. Kecuali di luar pengadilan, mediasi 
bisa dilaksanakan pada pengadilan.  
5. Mini-trial merupakan teknik untuk menyelesaikan sengketa di 
mana dua pihak yang tengah berselisih wajib guna 
menyidangkan kasus mereka pada dewan yang mencakup 2 
pihak. Setiap wakil dari pihak yang berselisih akan 
melaksanakan suatu persidangan di depan suatu dewan ataupun 
panel yang meliputi 2 pihak. Sangat penting pada tata cara ini 
yakni bila anggota dewan merupakan orang yang mempunyai 
wewenang penuh untuk membuat keputusan itu dan sanggup 




6. Ajudikasi merupakan proses resmi yang mana adjudicator 
dipilih guna membantu memutuskan sengketa diantara pihak 
yang berselisih. Taap ajudikasi diawali saat salah satu pihak 
memiliki perjanjian memberi pemberitahuan tertulis terkait 
niatnya dalam melaksanakan ajudikasi. Dewan ajudikasi dapat 
mencakup 1 ataupun 3 individu. Dewan akan membuat akar 
masalah ataupun solusi untuk menyelesaikan sengketa antar 
pihak yang terkait.  
7. Arbitrase merupakan cara untuk menyelesaikan sebuah sengketa 
perdata di luar pengadilan umum disesuaikan kepada perjanjian 
arbitrase yang dibuat dengan cara tertulis oleh pihak yang 
terkait. Penuntasan kasus kegagalan bangunan yaitu pondasi 
bangunan yang retak milik Yayasan Banas Mandiri Group 
dilakukan melalui proses negosiasi internal antara pihak 
Yayasan Banas Mandiri Group selaku pemilik jasa serta pihak 
PT Wolu Jaya Group selaku pihak penyedia jasa.  
 
Negosiasi dilaksanakan yang tujuannya membahas cara untuk 
menyelesaikan yang hendak dilaksanakan pada kasus kegagalan bangunan 
yaitu pondasi bangunan yang retak. Negosiasi dilaksanakan dengan 
langsung oleh pihak pemakai jasa serta pihak penyedia jasa hingga 




Negosiasi diprakasai oleh pelaksana jasa konstruksi / pihak kontraktor 
sesudah ada informasi informasi terkait kegagalan bangunan seperti 
retaknya pondasi bangunan itu. Sehingga, pihak pemakai jasa yang langsung 
mengatakan ada kegagalan bangunan itu dan langsung menghubungi pihak 
pelaksana jasa konstruksi/kontraktor dalam melaksanakan pertemuan 
membahas terkait kegagalan bangunan lalu melaksanakan negosiasi. 
Pelaksana jasa konstruksi / pihak kontraktor langsung memberi 
tanggapan dengan cepat terkait informasi terdapatnya kegagalan bangunan 
pada bentuk retaknya pondasi bangunan itu. Hal tersebut bisa ditunjukkan 
sesudah ada penyampaian keluhan melalui pihak pemakai jasa terkait 
retaknya pondasi bangunan itu, kontraktor langsung mengajukan guna 
melakukan pembangunan kembali pondasi itu.  
Proses negosiasi antar dua pihak itu tidak terjadi permasalahan 
apapun, yaitu baik pihak pelaksana jasa konstruksi / kontraktor tidak 
membantah sama sekali terkait kegagalan bangunan itu. Pihak pelaksana 
jasa konstruksi langsung memahami tanggung jawab dalam mengganti 
kerugian terhadap kegagalan bangunan itu.  
Terwujudnya kesepakatan dengan negosiasi diantara dua pihak tidak 
dibutuhkan lagi jalur menyelesaikan sengketa lewat pengadilan. Hal itu 
disebabkan pihak pelaksana jasa konstruksi memahami kewajiban dalam 
memberi tanggung jawab memberi ganti kerugian terhadap kegagalan 





B. Tanggung Jawab Penyedia Jasa Konstruksi terhadap Kegagalan 
Bangunan di Proyek Pembangunan di Yayasan Banas Mandiri Group   
Sistem pengadaan pembuatan kontrak kerja konstruksi diantara 
penyedia jasa yaitu PT. Wolu Jaya Group  membuktikan jika pemakai jasa 
memiliki kedaulatan penuh terhadap isi kontrak kerja konstruksi itu sebab 
yangmembuktikan jika pemakai jasa memiliki kedaulatan penuh terhadap isi 
kontrak kerja konstruksi itu, sebab yang menetapkan klausula ataupun isi 
kontrak kerja konstruksi itu adalah pihak pemakai jasa. Sesudah konstruksi 
selesai diciptakan, kemudian disetor ke pihak penyedia jasa konstruksi guna 
dibaca maupun disetujui dan ditandatangani oleh dirut perusahaan 
kontraktor. 
Proyek yang didapatkan Yayasan Banas Mandiri Group merupakan 
bentuk untuk melaksanakan realisasi melalui pihak pemberi borongan 
pekerjaan ataupun penyedia jasa lewat sejumlah tahap, biasanya 
pemborongan pekerjaan melalui sektor swasta di ketahui ada 2 cara memilih 
penyedia jasa yakni :  
1. Memilih kontraktor lewat negosiasi.  
Sistem negosiasi adalah altenatif memilih kontraktor yang tidak 
melewati ataupun tidak dilaksanakan dengan sebuah tender, namun 
pihak pamakai jasa melakukan negosiasi langsung dengan pihak 
penyedia jasa dalam memberikan kepastian apakah penyedia jasa bisa 
melakukan pelaksanaan proyek jasa konstruksi yang terkait, maka 




menyelenggarakan jasa konstruksi bisa dilaksanakan betsama pihak 
pemilik pekerkaan ataupun pemakai jasa menghubungi pihak 
penyedia jasa yang berdasar penilaian kontraktor itu sanggup 
melakukan pekerjaan jasa konstruksi pada umumnya pemakai jasa 
akan memberi peluang untuk pihak jasa dalam memberi penawaran 
pada pemakai jasa.  
Memilih kontraktor dengan cara bernegosiasi lebih mudah  
sebab tidak membutuhkan proses panjang untuk menetapkan siapa 
yang hendak dijadikan penyedia jasa konstruksi yang hendak dipakai 
pemakai jasa. Pemilian kontraktor lewat negosiasi dilakukan dengan 
berhadapan langsung memberikan informasi terkait terdapatnya   
pengadaan jasa konstruksi yang hendakk dilakukan dan 
menyampaikan secara langsung pada pihak kontraktor yang sudah 
dipilih.  
 
2. Memilih kontraktor lewat sistem tender  
Terdapat 2 jenis tender yang dilaksanakan pada praktik, pertama 
sistem tender tebuka, dalam sistem ini pihak pemakai jasa memanggil 
pihak yang memiliki kepentingan agar turut serta di tender itu yang 
dimumkan dari pemasangan iklan dimedia elektronik. Ke-2 yakni 
tender terbatas, dalam sistem tender ini, hanyalah mendatangkan 




Kedua prosedur yang diterangkan tersebut untuk pemilihan 
penyedia jasa, teknik memilih kontraktor yang seringkali dipakai 
pihak swasta yang bentuknya badan hukum yaitu sistem tender tidak 
terbuka. Sementara pada pemilihan penyedia jasa konstruksi 
seringkali dipakai perseorangan yakni mempergunakan cara pemilihan 
penyedia jasa dengan cara bernegosiasi yang umumnya dipakai 
pemakai jasa untuk melaksanakan pembangunan bagu bangunan 
lokasi tinggal.  
Prosedur yang dipergunakan di tender terbatas pada pengadaan 
pemilihan penyedia jasa usaha konstruksi, yaitu:  
1. Pengumuman lewat memasang iklan.  
2. Melaksanakan tender.  
3. Melaksanakan pemasukan penawaran.  
4. Menilai penawaran.  
5. Melaksanakan penentuan pemenang yang memberi 
penawaran yang paling rendah dan sesuai dengan syarat 
administrasi ataupun teknis.  
6. Penentuan ataupun pengumuman pemenang tender.  
Cara untuk memilih penyedia jasa yang dipakai Yayasan Banas 
Mandiri Group sebagai penyedia jasa / kontraktor sebagai PT. Wolu 
Jaya Group yang merupakan pemakai jasa yaitu mempergunakan 




Tahap memilih kontraktor dengan cara negosiasi yang pihak 
pemakai jasa yaitu PT. Wolu Jaya Group  melakukan negosiasi 
langsung bersama pihak penyedia jasa yaitu Yayasan Banas Mandiri 
Group pada rencana melaksanakan jasa konstruksi pembangunan 
gudang tambahan milik PT. Wolu Jaya Group. Tahap memilih 
penyedia jasa dengan cara bernegosiasi dilaksanakan dengan langsung 
secara memberi sejumlah informasi terkait syarat teknik ataupun 
administrasi, berdasar hal tersebut pihak pemakai jasa hendak 
memberikan penawaran harga maupun memberi peluang untuk pihak 
kontraktor yaitu Yayasan Banas Mandiri Group dalam melaksanakan 
penawaran.  
Pengadaan perjanjian pembangunan gedung diantara PT. Wolu Jaya 
Group  dan Yayasan Banas Mandiri Group yang didapatkan dari proses 
negosiasi mempunyai prinsip yang tidak berbeda berdasar proses lelang 
terbatas, tetapi lebih sederhana yang mana pihak pemakai jasa tidak 
memberikan syarat terdapatnya pemberian penyerahan garansi bank melalui 
pihak kontraktor. Pengadaan perjanjian pembangunan gedung milik PT. 
Wolu Jaya Group tidak dimuatkan pada kontrak konstruksi terkait pasal 
bagi pekerjaan tambahan ataupun mengurnagi pekerjaan, tetapi hanya cukup 
disepakati maupun dibicarakan diantara pemakai jasa ataupun penyedia jasa 
terkait pekerja tambahan serta menurunkan pekerjaan. 
Kontrak kerja diantara PT. Wolu Jaya Group  dengan Yayasan Banas 




, yang besisi ketetapan yaitu mempunyai jumlah harga yang tetap maupun 
pasti, resiko yag muncul ditanggung penyedia jasa ataupun barang. 
Pembayaran dilaksanakan dengan bertahap selaras pada tahap pekerjaan 
serta dilarang menambah pekerjaan sebab volume pekerjaan sudah 
ditetapkan pada kontrak yang sifatnya mengikat ataupun tetap.  
Berdasar Pasal 27 ayat (3) Pepres No. 16 tahun 2018 terkait 
pengadaan barang ataupun jasa yaitu bila jenis kontrak yang dipakai 
merupakan kontrak lumpsum yang artinya pihak kontraktor yang 
menanggung seluruh resiko yag muncul, misalnya kerugian terhadap 
kegagalan bangunan.  
Kontrak kerja merupakan dasar dua pihak diantara pemakai ataupun 
penyedia jasa untuk melakukan sebuah hubungan hukum yang sah. Kontrak 
kerja merupakan pula dasar untuk membentuk klausa baku terkait hak 
ekwajiban pihak, dimana bila salah satu pihak tidak melaksanakan yang 
telah ditetapkan pada klausula kontrak kerja konstruksi, sehingga bisa 
memunculkan sebuah perbuatan wanprestasi pada kajia hukum perdata yaitu 
dilakukannya sebuah prestasi ataukah tidak. 
Sistem membuat kontrak pamakai jasa yang memiliki kedaulatan 
penuh terhadap isi kontrak itu. Sesudah kontrak selesai di susun kemudian 
disetor ke penyedia jasa konstruksi agar dibaca ataupun disetujui maupun 
diberikan tanda tangan oleh direktur utama perusahaan kontraktor. Klausula 
kontrak kerja konstruksi itu isi ditetapkan dengan menyeluruh oleh pihak 




memberi kontrak kerja itu, kemudian pihak kedua hendak memberi 
kesepakatan yaitu menandatangani dokumen kontrak kerja konstruksi yang 
merupakan bentuk sudah adanya perjanjian antar 2 pihak.  
Sebuah kalusula kontrak konstruksi yang terdapat di perjanjian 
konstruksi yakni bagaimanakah hak dan kewajiban penyedia jasa, kewajiban 
pemakai jasa, serta hak pemakai jasa. Pada kewajiban penyedia jasa ada 
klausula terkait tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan.  
Pihak pemakai maupun penyedia jasa mempunyai kewajiban serta hak 
baik tesirat ataupun tertulis.  Untuk memenuhi hak ataupun kewajiban dua 
pihak itu, sehingga hak ataupun kewajiban itu dimuatkan di kontrak 
konstruksi sebelum pekerjaan konstruksi dikerjakan.  
Kerugian yang terjadi pihak pemakai jasa yaitu  pihak Yayasan Banas 
Mandiri Group pada kondisi pondasi bangunan gedung yang retak itu 
merupakan kerugian fisik pada bentuk biaya yang sudah dikeluarkan 
pemakai jasa guna membangun gedung itu. Sementara kerugian non fisik 
yang terjadi diakibatkan pondasi bangunan gudang retak yakni kerugian 
waktu yang kian menurunkan pendayaan gudang secepatnya.  
Kerugian fisik merupakan kerugian kerugian terkait biaya yang sudah 
dikelaurkan pihak pemakai jasa. Pada kerugian fisik yang terjadi pad 
apemakai jasa, sehingga hal ini sudah dutetapkan tahapan yang wajib 
dilaksananakan yang merupakan sebuah wujud kegagalan bangunan yang 
kecil skalanya. Kerugian potensial kian meningkatnya waktu yang wajib 




Akibat hukum adanya kegagalan bangunan  bisa memunculkan 
kewajiban pihak yang berbuat salah melakukan tanggung jawab atas 
kerugian yang muncul dan bisa diberikan sanksi. Bentuk 
pertanggungjawaban kontraktor dengan mengganti kerugian yang muncul 
dari retaknya pondasi bangunan itu. Perjanjian yang telah disetujui oleh  dua 
pihak itu yang selanjutnya terdapat penyimpangan, sehingga bisa diajukan 
gugatan wanprestasi, sebab adanya keterkaitan kontraktual diantara pihak 
yang memunculkan kerugian dengan pihak yang mengalami kerugian
40
.  
Kegagalan bangunan yang ada pada pengerjaan proyek konstruksi 
tidak pernah kegagalan bangunan yang besar skalanya, hanyalah kegagalan 
bangunan yang kecil skalanya  yaitu pondasi bangunan yang retak yang ada 
di proyek pembangunan diantara Yayasan Banas Mandiri Group dengan PT. 
Wolu Jaya Group  dimana teknik pemilihan penyedia jasa lewat negosiasi 
dengan cara langsung yaitu pihak PT. Wolu Jaya Group  melakukan 
negosiasi langsung bersama Yayasan Banas Mandiri Group ecara 
memberikan informasi ataupun syarat ketentuan. Wujud kegagalan 
bangunan itu seperti pondasi bangunan gudang tambahan yang retak yang 
termasuk tahapan awal . 
Tanggung jawab pengadaan jasa konstruksi yang terpenting  pada 
pelaksanaan konstruksi yaitu melaksanakan semua ketetapan selaras dengan 
suatu hal yang sudah disetujui yang dilihat dari tanda tangan kontrak 
kosntruksi, yang mana pada tanggung jawab itu mencakup 
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pertanggungjawaban tentang waktu pelaksanaan, tanggung jawab syarat 
bahan pada aktivitas konstruksi, ataupun tanggung jawab terhadap 
kegagalan bangunan.  
Tanggung jawab terkait waktu mengerjakan konstruksi diantara PT. 
Wolu Jaya Group  dan Yayasan Banas Mandiri Group yaitu pada jangka 
waktu pelaksanaan 30 hari. Jika melewati waktu pengerjaan yang sudah 
ditentukan serta disepakati,  sehingga pihak kontraktor sudah berbuat tindak 
ingkar janji yaitu pada bentuk membuat sebuah proyek bangunan tetapi 
tidak selaras pada suatu hal yang diperjanjikan.  
Bapak Jaya Mustika sebagai Project Manager Yayasan Banas Mandiri 
Group menyebutkan kasus gagalnya bangunan pada skala kecil yang terjadi 
pada Yayasan Banas Mandiri Group yaitu di masa pembangunan, sehingga 
proses tanggung jawab dilaksanakan ketika itu pula. Tetapi untuk berapa 
lamakah penentuan dan pemberian tanggung jawab itu ditentukan pada 
perjanjian 2 pihak. Jangka waktu tanggung jawab ditetapkan dengan cara 
bernegosiasi 2 pihak. Bentuk pertanggungjawaban yang diberikan seperti 
memberi kompensasi biaya bangunan pada sebuah kegagalan bangunan 
maupun pembangunan kembali pada kegagalan bangunan, dimana  
informasi terkait kegagalan dikatakan oleh pengawas melalui PT. Wolu Jaya 
Group  pada pihak Yayasan Banas Mandiri Group
41
.  
Tanggung jawab kontraktor selaku pelaksanaan jasa konstruks 
berdasarkan hal masa memelihara bangunan terlama pada jangka waktu 
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sepuluh tahun sejak menyerahkan akhir pekerjaan jasa konstruksi.  Hal itu 
disesuaikan kepada filosofi jika jangka waktu sepuluh tahun bangunan itu 
tidak mengalami apapun maka hal tersebut membuktikan jika bangunan itu 
aman baik sisi pemanfaatan ataupun segi pembangunan.  
Tanggung jawab masa pemeliharaan diantara PT. Wolu Jaya Group 
dengan Yayasan Banas Mandiri Group yaitu mirip dengan jangka waktu 
mengerjakan kontruksi bangunan gedung itu selama satu bulan. Bila pada 
masa pemeliharaan ada bangunan yang gagal, sehingga pelaksanaan jasa  
kontruksi harus memberi ganti kerugian terhadap kegagalan itu.  
Tanggung jawab persyaratan bahan yakni pihak pelaksanaan jasa jasa 
konstruksi mempergunakan bahan yang sudah ditetapkan lalu disetujui dua 
pihak. Jika pada pelaksanaan tanggung jawab itu tidak dilakukan dengan 
seharusnya dan menjadikan minimnya kualitas bangunan,  sehingga 
pelaksana jas konstruksi / kontraktor harus mengganti kerugian dan 
melakukan perbaikan pada kerusakan yang ada. 
Tanggung jawab pada kegagalan bangunan, memiliki maksud 
pekerjaan konstruksi harus mengganti rugi maupun melakukan perbaikan 
pada bangunan itu, baik disebabkan faktor syarat bahan ataupun 
dikarenakan kesalahan terkait cara mengerjakan konstruksi, maka 
memberikan sebab adanya kegagalan bangunan.  
Tanggung jawab terhadap gagalnya bangunan tujuannya pelaksanaan 
pengerjaan konstruksi diwajibkan memberi ganti kerugian serta melakukan 




ataupun sebab kelalaian terkait cara mengerjakan konstruksi lalu 
memunculkan adanya kegagalan bangunan.  
Masalah yang berhubungan dengan pengadaan perjanjian pekerjaan 
konstruksi pada bentuk pembangunan gedung antar PT. Wolu Jaya Group 
dan Yayasan Banas Mandiri Group yaitu mengenai tanggung jawab pihak 
kontraktor terkait pondasi bangunan yang retak itu sehinggga menurunkan 
fungsi pondasi dalam menahan beban bangunan itu.  
Masalah terkait pondasi bangunan rumah yang retak itu dalah bnetuk 
gagalnya bangunan yang skalanya kecil tetapi memunculkan kerugian untuk 
pihak pemakai jasa. Masalah terkait pondasi bangunan rumah yang retak 
haruslah dicari tahu. Pondasi bangunan yang retak bisa dianalisa terjadi 
sebab permasalahan pemakaian bahan ataupun material dan peralatan untuk 
membangun sebuah bangunan.  
Retaknya pondasi itu haruslah dianalisa secara tepat, sehingga jika 
kontraktor terbukti tidak menjalankan pekerjaan selaras syarat yang 
memberi akibat adanya penyimpangan pada kualitas jaminan bangunan 
mengenai material ataupun teknik pembuatan yang dipakai untuk membuat 
pondasi, sehingga kontraktor haruslah memiliki tanggung jawab terhadap 
kegagalan bangunan pondasi itu.  
Sesuai dengan analisa melalui pihak pelaksanaan jasa kontruksi jika 
pondasi bangunan yang retak itu terjadi dikarenakan pada pelaksanaannya 




pondasi bangunan yang reka bukan disebabkan tidak selarasnya spesifikasi 
pemakaian material ataupun bahan bangunan yang sudah ditetapkan.  
Berdasar hal tersbeut pelaksanaan jasa kontruksi sudah menyimpang 
ketentuan yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yaitu 
terkait perbuatan wanprestasi. Hal itu termuat di  pasal 1243 KUH Perdata. 
Pasal 1243 KUH Perdata menyebut kondisi yang mana penyedia jasa tidak 
menjalankan perjanjian yang disepakati dua pihak.  
Unsur wanprestasi pada kejadian pondasi bangunan yang retak 
tersebut yaitu ada peranjian pihak PT. Wolu Jaya Group  dan pihak Yayasan 
Banas Mandiri Group, ada pihak yang tidak menjalankan isi perjanjian yang 
sudah termuat di kontrak konstruksi, membangun pondasi rumah selaras 
yang disepakati, tetapi hasil tidak selaras berdasar apa yang sudah disepakati 
oleh kedua pihak.  
Berdasar Pasal 1243 KUH Perdata, sehingga pihak pelaksanaa jasa 
konstruksi berkewajiban mengganti kerugian terhadap tindakan yang tidak 




Selaras pada pasal 1338 KUH Perdata yakni seluruh hal yang sudah 
disepakati kedua pihak, sehingga menjadi UU untuk pihak yang 
bersangkutan yaitu pihak PT. Wolu Jaya Group dan pihak Yayasan Banas 
Mandiri Group. 
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Wujud tanggung jawab yang diberikan pihak penyedia jasa yaitu 
pihak pelaksanaan jasa kontruksi yaitu secara memberi ganti kerugian 
terhadap biaya bahan konstruksi serta membangun kembali pondasi yang 
retak. Perbaikan ini dilaksanakan pihak pelaksanaan jasa kontruksi. Pondasi 
yang retak dialami ketika masih pada masa pengerjaan awal pekerjaan, 
sebab pondasi adalah dasar untuk mendirikan sebuah bangunan yang 
fungsinya menunjang beban bangunan. Masalah ini merupakan salah satu 
bentuk wanprestasi sebab pelaksana pekerjaan jasa kontruksi tidak selaras 
berdasar suatu hal yang sudah disepakati di kontrak konstruksi. Sesudah 
dilihat terdapatnya kegagalan bangunan pada bentuk pondasi bangunan yang 
retak, pihak pemakai jasa langsung mengontak pihak pelaksana jasa 
kontruksi dalam memenuhi tanggung jawab terhadap kegagalan bangunan.  
Masalah itu sudah termuat di pasal 1609 KUH Perdata yang 
menerangkan jika sudah ada sebuah perjanjian pelaksanaan prestasi 
terhadap objek yang dijanjikan selanjutnya muncul kerusakan, sehingga 
pihak kontraktor harus memberikan pertanggung jawaban.  
Kerusakan pada wujud pondasi yang retak baik sebagian ataupun 
semuanya yang terjadi baik disebabkan teknik pelaksanaan aktivitas 
kontruksi itu maupun dikarenakan minimnya kualitas bahan material yang 
dipergunakan ataupun sebab kondisi tanah didirikannya sebuah bangunan, 
sehingga pihak pelaksana jasa kontruksi / kontraktor diwajibkan memberi 
tanggung jawab sepenuhnya terkait kerugian yang terjadi pada pihak PT. 




Hukuman denda terhadap kegagalan bangunan sudah ditentukan di 
kontrak konstruksi, berbeda dengan sanksi pemutusan kontrak yang mana 
pada hal tersebut tidak termuat dengan lengkap sebab sebelumnya yang 
dilakukan pengaturan tegas yaitu pihak  pelaksanaan konstruksi  diberi 
peluang dalam membangun kembali terkait adanya kegagalan bangunan.  
Jumlah ganti kerugian yang diberikan pelaksana jasa kontruksi yaitu 
pihak melalui Yayasan Banas Mandiri Group merupakan semua biaya 
membuat kembali retaknya pondasi bangunan hingga sudah selesai 
dilakukan perbaikan biaya meterial ataupun bahan bangunan yang 
merupakan tanggung jawab pihak pelaksana jasa kontruksi.  
Format untuk mengukur kegagalan bangunan terkait masalah pondasi 
bangunan yang retak itu yakni minimnya kualitas material bangunan yang 
dipakai dalam membangun pondasi, kondisi struktur tanah yang menetapkan 
kualitas pondasi yang hendak di buat, ataupun cara yang dipakai di sebuah 
bangunan.  
Wujud pertanggung jawaban diberikan pada bentuk memberi 
kompensasi biaya bangunan pada sebuah kegagalan bangunan ataupun 
pembangunan kembali, dimana informasi terkait kegagalan bangunan 
dinyatakan pengawas melalui PT. Wolu Jaya Group pada pihak Yayasan 
Banas Mandiri Group. Pondasi bangunan yang retak dilihat sesudah 2 hari 
masa mengerjakan pondasi bangunan itu dituntaskan. Berdasar hal ini pihak 
melalui PT. Wolu Jaya Group mempunyai pihak yang tugasnya meneliti 




kontrator. Tugas pengawas melalui  pihak PT. Wolu Jaya Group / pengguna 
jasa mencakup:  
1. Menetapkan faktor yang menyebabkan gagalnya bangunan  
2. Menetapkan pihak yang memiliki tanggung jawab terhadap 
gagalnya bangunan.  
3. Melihat berguna ataukah tidak sebuah objek yang didirikan baik 
beberapa ataupun menyeluruh bangunan.  
4. Menetapkan banyaknya ganti kerugian yang wajib diberikan  
pihak yang memiliki tanggung jawab.  
5. Menetapkan kesalahan yang dilaksanakan pihak yang 
bertanggung jawab.  
 
Masalah gagalnya bangunan skala kecil ataupun gagalnya bangunan 
pada bentuk pondasi bangunan yang retak dituntaskan secara melakukan 
negosiasi antar pihak PT. Wolu Jaya Group  dan pihak Yayasan Banas 
Mandiri Group. Negosiasi terkait permasalahan kegagalan bangunan skala 
kecil seperti retaknya pondasi itu dituntaskan secara pihak pemakai yaitu 
PT. Wolu Jaya Group memberi pernyataan terkait terdapatnya erusakan di 
pondasi bangunan itu.  
Langkah itu dilaksanakan dengan nyata yang memperlihatkan bagian 
pondasi yang mengalami keretakan pada pihak pelaksana jasa kontruksi. 
Kemudian, sesudah memperlihatkan wujud kegagalan bangunan yang ada, 




Berdasar hal ini pengawas melalui pihak PT. Wolu Jaya Group menyatakan 
pula terkait faktor penyebab kegagalan bangunan tersebut terjadi. Sesudah 
sepakat jika memang ada kegagalan bangunan skala kecil seperti rekanya 
pondasi itu yang disebabkan keteledoran kontraktor itu sendiri, sehingga 
pihak pengawas melalui  PT. Wolu Jaya Group  menyebutkan negosiasi 
jangka waktu memberi ganti kerugian pada wujud adminsitrasi bagi 
pembelian bahan material ataupun ganti kerugian yaitu mendirikan kembali 
pondasi bangunan itu.  
Negosiasi terkait masalah gagalnya bangunan yang skalanya kecil 
seperti pondasi bangunan retak hanyalah dilaksanakan dengan singkat. 
Singkat itu hanya dilaksanakan dengan mengatakan sejumlah permasalahan 
ataupun peluang itu terjadi, serta terkait waktu menyelesaikan negosiasi 
pada waktu yang tidak lama juga. 
Sanksi yang diberikan untuk penyedia jasa terhadap kegagalan 
bangunan yaitu melakukan pembangunan kembali pondasi bangunan 
gudang tambahan serta memberi kompensasi dengan cara administrasi guna 
membeli material yang dipakai dalam melakukan pembangunan kembali 
pondasi bangunan gudang tambahan itu. Masalah terkait kegagalan 
bangunan baik skala kecil ataupun besar diatur pula pada kontrak konstruksi 
yang disetujui pihak kontraktor dengan pihak pengguna jasa.  
Klausula kegagalan bangunan termuat dengan tegas pula pada pasal 
63 Undang-Undang No. 2 tahun 2017 terkait jasa konstruksi yang 




kegagalan bangunan yang dikarenakan kekeliruan penyedia jasa. Aturan 
lebih lanjut termuat pula pada pasal 60 Undang-Undang No. 2 tahun 2017 
terkait jasa konstruksi, dimana kontraktor tidak sesuai dengan standar 
keselamatan, kesehatan, serta keberlanjutan. Pemaparan pasal tersebut 
sangatlah masuk akal, sebab jika kegagalan bangunan tidak diselesaikan 
secara membangun kembali, sehingga bisa mengancam keselamatan, 
keamanan, keberlanjutan, dan kesehatan, sebab pondasi adalah bagian 









A. Kesimpulan  
Berdasar data yang terkumpulkan sesudah dianalisa, bisa disimpulkan yaitu : 
1. Langkah menyelesaikan kegagalan bangunan yang dialami pada proyek 
pembangunan gudang milik PT. Wolu Jaya Group  yaitu dengan cara 
bernegosiasi yang mana dua pihak saling melakukan musyawarah agar 
mencapai mufakat. Perlindungan hukum pada pemakai jasa terhadap 
kegagalan bangunan termuat pada Pasal 65 & Pasal 86-102 Undang-Undang 
No. 2 tahun 2017 terkait jasa konstruksi. 
2. Tanggung jawab penyedia jasa konstruksi terhadap kegagalan bangunan di 
proyek pembangunan gedung PT. Wolu Jaya Group  yaitu pihak kontraktor 
memberi ganti kerugian dengan cara administrasi seperti biaya pembelian 
bahan material ataupun ganti kerugian pada bentuk memperbaiki ataupun 
menyusun kembali pondasi bangunan yang retak.  
 
B. Saran 
Berdasar hasil penelitian, peneliti bisa memberikan beberapa saran misalnya : 
1. Tanggung jawab yang diberikan terhadap kegagalan bangunan itu, 
hanyalahberbentuk ganti kerugian bahan material maupun ganti kerugian 
secara melakukan perbaikan kembali pondasi yang retak. Seharusnya 




pada kerugian potensial yang tujuannya pendayagunaan gudang itu bisa 
tertunda sebab ada kegagalan bangunan.  
2. Langkah untuk menyelesaikan adanya kegagalan bangunan yaitu 
menggunakan cara negosiasi. Meskipun pemilihan penyedia jasa dengan 
cara negosiasi, perlu pula dibuat sebuah tim ahli penilaian bila ada 
kegagalan pembangunan, tidak hanya pengawas yang asalnya melalui pihak 
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